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ABSTRACT 

 

The big challenge for the whole Land Offices in Indonesia is the increasing 

target of complete systematic land registration (PTSL) and the Inventory task of 

Control, Ownership, Use and Utilization Land (IP4T) of 10 million hectares as a 

means of obtaining objects for Agrarian Reform. Therefore, the Head of the Madiun 

Land Office thought about land innovation through utilizing Participatory IP4T 

activities. This Participatory IP4T is a pilot project which will be implemented in 

the whole Land Offices in Indonesia. This study aims to know the suitability of 

implementing Participatory IP4T stages in 3 villages against the Madiun Regency 

Government's Participatory IP4T Implementation Guidelines in 2018 and to 

determine the quality of the results of Participatory IP4T in Madiun Regency based 

on quality standards, accuration, completeness, updated, consistency, and relevance 

and refer to applicable regulations. The method used in this research is a qualitative 

method with a descriptive approach. Data were collected through informants 

interviews, observations at the Village Office and Land Office, and document 

studies. The results of this study were that most of the stages of implementing 

Participatory IP4T in 3 villages were suitable with the Implementation Guidelines 

and the Participatory IP4T result data the quality was included in the category of 

'Quality'. 

Keywords: Participatory IP4T, Evaluation, Data Quality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945), bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Hal tersebut berarti Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat 

Indonesia berkewajiban untuk menciptakan kemakmuran melalui 

kewenangannya dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam secara 

optimal, efisien, transparan dan berkelanjutan dengan cara mengontrol, 

mengatur serta memberikan pengaruh agar semua pihak tetap berpegang pada 

azas kepentingan masyarakat. 

Landasan konstitusional mengenai agraria dan pengelolaan sumber 

daya alam lebih lanjut dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembaruan agraria tersebut 

berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan sumber daya agraria. Tujuannya adalah dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sejalan dengan penjelasan di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal 

dengan UUPA, menjadi salah satu dasar dalam pengaturan yang berhubungan 

dengan penggunaan dan penguasaan hak atas tanah. Dalam Pasal 2 ayat (2) 

dan (3) UUPA memuat ketentuan bahwa semua peraturan perundang-

undangan yang mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan tanah harus digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat 

dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat 

dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. 
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Pengaturan pertanahan dalam UUPA juga membahas tentang jaminan 

kepastian hukum terkait subjek, objek dan hak atas tanahnya melalui 

pendaftaran tanah, yang tercantum dalam Pasal 19 UUPA dan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Sembilan Program 

Prioritas (Nawa Cita) yaitu Cita ke-5, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla bercita-cita untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 

yang selanjutnya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diimplementasikan melalui Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL dengan tujuan untuk mewujudkan 

pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah 

masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata 

dan terbuka serta akuntabel. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan 

mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Pelaksanaan PTSL tersebut 

didasarkan pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.  

Target PTSL selalu meningkat dari tahun ke tahun. Perjalanan PTSL 

dimulai pada tahun 2017 dengan target sebanyak 5 juta bidang tanah dan 

tahun 2018 meningkat menjadi 7 juta bidang tanah. Selanjutnya pada tahun 

2019, target PTSL di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 9 juta bidang tanah 

dan akan terus dilakukan sampai target seluruh bidang tanah di Indonesia 

terdaftar pada tahun 2025. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga dibebani 

tugas untuk melaksanakan identifikasi dan Inventarisasi Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 10 juta 

hektar sebagai sarana untuk mendapatkan objek Reforma Agraria (Fisco 

2015). 

Target PTSL yang semakin besar serta adanya tugas IP4T yang harus 

dikerjakan dalam waktu yang bersamaan menjadi tantangan berat bagi Kantor 

Pertanahan seluruh Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten 
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Madiun. Menurut Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, Wahyu, pada tahun 

2017 target PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sebanyak 20.500 

bidang dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 64.000 bidang tanah 

(Komunikasi pribadi, 30 Desember 2019). Sedangkan, kendala yang dialami 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun adalah adanya keterbatasan 

sumber daya manusia dan pendanaan. 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Dwi Budi Martono, 

memikirkan inovasi pertanahan untuk mengatasi kendala tersebut dengan 

memanfaatkan kegiatan IP4T (Ermawati 2018). Pelaksanaan IP4T oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun pada tahun 2018 ditambahkan unsur 

partisipatif yaitu dengan melibatkan kerjasama stakeholder terkait untuk 

melakukan pendataan dan pemetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah (P4T), hingga potensi sengketa tanah.  

Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif ini dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Komando Distrik Militer 

0803/Madiun, Kepolisian Resor Madiun, Kepolisian Resor Madiun Kota, 

Kejaksaan Negeri Madiun dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun yang 

dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 590/452/100/2017, Nomor 

B.1091/XI/2017, Nomor B/5422/XI/2017, Nomor B/2196/XI/2017, Nomor 

B.2078/0.5.46/XII/2017, Nomor 2117/BA.2-35.19/XI/2017 Tentang 

Kerjasama Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 

dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif di Kabupaten Madiun. Berdasarkan 

kesepakatan tersebut, pelaksanaan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun ini 

merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten 

Madiun Tahun 2018. Kegiatan pendataan dan pemetaan di lapangan 

dilakukan oleh Tiga Pilar Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu Kepala 

Dusun (Kamituwo), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Peran 

Tiga Pilar Desa ini sangat penting karena menjadi motor penggerak dalam 

kegiatan IP4T ini. 
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Inovasi IP4T Partisipatif tersebut merupakan pilot project atau kegiatan 

percontohan dalam pendataan dan pemetaan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang selanjutnya dilaksanakan dan 

diterapkan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan 

oleh seluruh desa di Kabupaten Madiun yang berjumlah 198 desa dan 8 

kelurahan. Mengenai kendala pendanaan pelaksanaan IP4T, dapat diatasi 

dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi 

Dana Desa (ADD) untuk 198 desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun untuk 8 kelurahan. 

IP4T Partisipatif tersebut, mendorong pelaksanaan pendataan dan 

pemetaan satu desa lengkap di Kabupaten Madiun dapat terealisasi sekaligus 

menghasilkan manfaat maksimal untuk instansi yang berpartisipasi. Dalam 

Nugroho A, Suharno, dan Wahyuni (2019), Pemerintah Kabupaten Madiun 

mendukung IP4T Partisipatif karena dapat membantu OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) di Kabupaten Madiun, dengan rincian berikut: 

1) Dalam konteks land values atau penilaian tanah, Dispenda (Dinas 

Pendapatan Daerah) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta 

IP4T Partisipatif, untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah 

secara tepat (objektif, aktual, dan faktual); 

2) Dalam konteks land use atau penatagunaan tanah, Bappeda (Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Dinas PUPR (Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan data 

dan peta IP4T Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan 

penatagunaan tanah secara objektif sesuai dengan kebutuhan dan 

dinamika masyarakat Kabupaten Madiun;  

3) Dalam konteks land development, Dinas Perizinan dan Penanaman 

Modal Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T 

Partisipatif, untuk membangun basis data bidang tanah, yang digunakan 

sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di 

Kabupaten Madiun; 

Selain itu, hasil IP4T Partisipatif dimanfaatkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan sebagai peta kerja PTSL, sehingga dapat mendukung percepatan 

penyelesaian PTSL di Kabupaten Madiun. Dalam pelaksanaan PTSL, setelah 

dilakukan penentuan lokasi PTSL, Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar 

pendaftaran, dan jika belum tersedia maka menyiapkan peta lain yang dapat 
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digunakan sebagai peta kerja PTSL. Oleh karena itu, hasil pemetaan IP4T 

Partisipatif ini cocok untuk dimanfaatkan sebagai peta kerja PTSL dengan 

ketelitian berbasis bidang. Selain itu, hasil IP4T ini dianggap memenuhi 

kebutuhan data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka perlu diketahui tentang 

kesesuaian tahapan pelaksanaan IP4T Partisipatif tahun 2018 terhadap 

Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun dan 

kualitas data hasil IP4T Partisipatif yang dimanfaatkan sebagai peta kerja 

PTSL guna mendukung percepatan PTSL di Kabupaten Madiun. Sehingga, 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai IP4T Partisipatif 

tersebut dengan judul “Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif 

dalam Rangka Pembuatan Peta Kerja Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Inovasi IP4T yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun merupakan pilot project dengan menambahkan unsur partisipatif 

yaitu melibatkan kerjasama stakeholder terkait yaitu Pemerintah Kabupaten 

Madiun, Komando Distrik Militer 0803/Madiun, Kepolisian Resor Madiun, 

Kepolisian Resor Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Madiun dan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun termasuk pihak desa dalam pendataan dan 

pemetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 

IP4T Partisipatif yang dilakukan oleh seluruh desa dan kelurahan di 

Kabupaten Madiun didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif 

Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018. Kegiatan di lapangan dilakukan 

oleh Tiga Pilar Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu Kepala Dusun 

(Kamituwo), Bhabinkamtibmas dan Babinsa.  

Salah satu hal penting yang harus diketahui dalam pelaksanaan IP4T 

Partisipatif ini adalah kesesuaian tahapan pelaksanaan IP4T dengan Petunjuk 

Pelaksanaan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal ini 
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dilakukan supaya dapat menghasilkan data dan peta P4T yang berkualitas dan 

berguna. Hasil IP4T Partisipatif yang tersedia dalam bentuk tekstual dan 

spasial dianalisis dengan menggunakan standar kualitas yaitu akurat, lengkap, 

mutakhir, konsisten dan relevan serta mengacu pada peraturan yang berlaku, 

sehingga selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan sebagai 

peta kerja PTSL guna mendukung percepatan PTSL di Kabupaten Madiun.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui kesesuaian tahapan pelaksanaan IP4T Partisipatif di 

Kabupaten Madiun terhadap Petunjuk Pelaksanaan IP4T Partisipatif 

Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018. 

b. Mengetahui kualitas data hasil IP4T Partisipatif yang dimanfaatkan 

untuk peta kerja PTSL guna mendukung percepatan PTSL di 

Kabupaten Madiun. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

mahasiswa dan akademisi khususnya tentang pelaksanaan IP4T 

Partisipatif dan evaluasi tahapannya terhadap petunjuk pelaksanaan 

IP4T Partisipatif, serta mengetahui kualitas data hasil IP4T 

Partisipatif yang dapat dimanfaatkan sebagai peta kerja PTSL guna 

mendukung percepatan PTSL. 

b. Secara sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah 

desa dan masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil IP4T Partisipatif 

untuk pembaruan data pertanahan desa. 
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c. Secara praktis 

1) Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan IP4T Partisipatif 

sebagai pilot project yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun 

dan pemanfaatan data hasil IP4T Partisipatif sebagai peta kerja 

PTSL. 

2) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan 

kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional dan Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan IP4T 

Partisipatif dan peningkatan kualitas data hasil IP4T Partisipatif 

yang dapat dimanfaatkan sebagai peta kerja PTSL sehingga 

mendukung percepatan PTSL. 

3) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi 

pemerintah terutama pemerintah daerah yang turut bekerjasama 

melaksanakan IP4T Partisipatif dan menambah pengetahuan 

tentang pemanfaatan hasil IP4T Partisipatif untuk membantu 

pekerjaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).  
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat Peneliti ambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Evaluasi pelaksanaan IP4T Partisipatif terhadap Petunjuk Pelaksanaan 

IP4T Partisipatif Kabupaten Madiun berdasarkan 3 desa/ kelurahan 

adalah sebagian besar kegiatan IP4T Partisipatif telah dilaksanakan 

sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Beberapa tahapan yang secara 

umum, tidak dapat dilaksanakan oleh tim IP4T atau pihak desa/kelurahan 

diantaranya adalah tidak dilaksanakannya pelatihan tim pelaksana yang 

bekerjasama dengan ISI, tidak terealisasinya pengadaan Citra Satelit 

Resolusi Tinggi World View 4 dengan ketelitian 0,3 m, dan tidak 

dilaksanakannya Pelaporan Triwulan oleh masing-masing 

desa/kelurahan.  

2. Kualitas data hasil IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan mendapatkan 

jumlah poin yang termasuk dalam kategori ‘Berkualitas’. Secara 

berurutan poin hasil penghitungan di Kelurahan Mlilir, Kelurahan 

Wungu dan Desa Banaran adalah 64 poin, 69 poin dan 74 poin. Hal 

tersebut menggambarkan tingkat keseriusan dari Tiga Pilar Desa dan 

masyarakat dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif di wilayah rural 

memang lebih besar. Selain iu, masyarakat di wilayah urban sebagian 

besar memiliki tingkat aktivitas yang tinggi sehingga partisipasi dalam 

kegiatan IP4T Partisipatif menjadi kurang maksimal. Ditambahkan lagi 

dengan kondisi di Kelurahan Mlilir, petugas yang melaksanakan 

pemetaan adalah ibu-ibu PKK yang kurang memahami lokasi dalam 

citra.  

 

B. Saran 

1. Berkaitan dengan pelaksanaan IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan di 

Kabupaten Madiun, beberapa saran dari Peneliti adalah sebagai berikut: 
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a. Tim IP4T dan Tiga Pilar Desa perlu lebih menekankan pentingnya 

kegiatan IP4T Partisipatif pada kegiatan penyuluhan, sehingga 

masyarakat memahami pentingnya kegiatan ini dan mendukung 

pelaksanaannya. 

b. Tim IP4T Partisipatif perlu memaksimalkan pelatihan terhadap Tim 

Pelaksana sehingga Tiga Pilar Desa memahami secara mendalam 

tugas dan perannya dalam pendataan dan pemetaan P4T. 

c. Tim IP4T perlu memperhatikan dan memikirkan dalam hal tindak 

lanjut dari pengelolaan hasil dari kegiatan ini. Terutama dalam hal 

digitasi peta P4T dalam bentuk softfile atau shp sehingga dalam 

dimanfaatkan secara maksimal oleh berbagai instansi pemerintah 

maupun pihak desa. 

2. Terkait kualitas data hasil IP4T Partisipatif, Tim Pelaksana IP4T 

Partisipatif perlu meningkatkan kesepahaman dalam pelaksanaan entry 

data P4T dalam file excel agar dapat mempermudah dalam pengolahan 

data oleh Tim IP4T. Selain itu, ketersediaan data IP4T perlu disesuaikan 

kembali dengan kebutuhan data PTSL secara lebih lengkap agar dapat 

digunakan secara langsung dalam pelaksanaan PTSL. 
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